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GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 
'I 

TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73
TAHUN 2OIO TENTANG TATA CARA PEMBEzuAN INSENTIF PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

1.

bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2OIO
tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Kendaraan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2AL6 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2OlO
tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Kendaraan Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa dalam rangka intensifikasi penerimaan Daerah dari
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat
penyediaan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat, perlu dilakukan perubahan pengaturan mengenai
penetapan target dan pemberian insentif Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOO tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aO10);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
567s\;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2OlO tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor
11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 48);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun
20ll tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2oll Nomor 13 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
9 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2}ll tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2OI9 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 238);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun
2oll tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2oll Nomor 14 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2Ol8
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 22fl;

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2OlO
tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 72 Seri B), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2016 Nomor 8 Seri E);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN
20 10 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 72 Seri B) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2OIO tentang Tata Cara
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 8
Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pemberian Insentif Pajak Daerah, dapat dilaksanakan dalam hal
realisasi pendapatan dari Pajak Daerah telah mencapai:
a. sampai dengan Triwulan I : 16 % (enam belas persen)
b. sampai dengan Triwulan II: 36 oh {trga puluh enam persen);
c. sampai dengan Triwulan III: 65 o/o (enarn puluh lima persen);

dan
d. sampai dengan Triwulan IV: 100 7o (seratus persen).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
,|l kr.t 2OaO

*
JAWA BARAT 'ql

RIDWAN KAMIL*
Diundangkan di Bandung
pada tanggal tl llasat 2a2a
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